
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No. 1613, 2019 KEMEN-BUMN. Umum Pelaksanaan Pengadaan 

Barang. Jasa Badan Usaha Milik Negara. 

 

PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR PER – 08/MBU/12/2019   

TENTANG 

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN 

JASA BADAN USAHA MILIK NEGARA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa pengadaan barang dan jasa mempunyai peran 

penting dalam kegiatan usaha Badan Usaha Milik Negara 

guna mencapai tujuan pendirian Badan Usaha Milik 

Negara; 

  b. bahwa agar proses pelaksanaan pengadaan barang dan 

jasa di Badan Usaha Milik Negara semakin kompetitif, 

transparan dan akuntabel untuk seluruh penyedia 

barang dan jasa, serta untuk menumbuhkan iklim usaha 

yang sehat pada Badan Usaha Milik Negara maka 

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara 

Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum 

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha 

Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 

PER-15/MBU/2012 perlu disesuaikan;   

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang 
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Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan 

Jasa Badan Usaha Milik Negara; 

 

Mengingat  : 1.  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan 

Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4297); 

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4756); 

  3.  Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang 

Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri 

Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), 

Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan 

(Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4305); 

4.  Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang 

Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran 

Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4556); 

5. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 76) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan 

Presiden Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kementerian 

Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 74); 

 

 MEMUTUSKAN:  

Menetapkan : PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA 

TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGADAAN 

BARANG DAN JASA BADAN USAHA MILIK NEGARA. 
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BAB I  

KETENTUAN UMUM 

 

Bagian Kesatu 

Pengertian 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan untuk 

mendapatkan barang dan jasa yang dilakukan oleh 

Badan Usaha Milik Negara yang pembiayaannya berasal 

dari anggaran Badan Usaha Milik Negara yang prosesnya 

dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan 

serah terima hasil pekerjaan.  

2. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut 

BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian 

besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan 

secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang 

dipisahkan. 

3. Pengguna Barang dan Jasa adalah BUMN pemilik 

pekerjaan. 

4. Penyedia Barang dan Jasa adalah badan usaha termasuk 

BUMN, badan usaha milik daerah dan badan usaha milik 

swasta, badan hukum, orang perseorangan/subjek 

hukum, atau Instansi Pemerintah/Badan Layanan 

Umum yang kegiatan usahanya menyediakan barang dan 

jasa. 

5. Barang dan Jasa adalah semua bentuk produk dan/atau 

layanan yang dibutuhkan oleh Pengguna Barang dan 

Jasa. 

6. Anak Perusahaan BUMN yang selanjutnya disebut Anak 

Perusahaan adalah perusahaan yang sahamnya lebih 

dari 50% dimiliki oleh BUMN yang bersangkutan atau 

perusahaan yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh 

BUMN lain atau perusahaan patungan dengan jumlah 

gabungan kepemilikan saham BUMN lebih dari 50%. 
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7. Perusahaan Terafiliasi BUMN adalah perusahaan yang 

sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh Anak Perusahaan, 

gabungan Anak Perusahaan, atau gabungan Anak 

Perusahaan dengan BUMN. 

 

Bagian Kedua 

Ruang Lingkup 

 

Pasal 2 

Peraturan Menteri ini berlaku untuk semua Pengadaan 

Barang dan Jasa yang dilakukan oleh BUMN yang 

pembiayaannya berasal dari Anggaran BUMN, termasuk  yang 

dananya bersumber dari penyertaan modal negara, dana 

BUMN untuk pelaksanaan subsidi/kewajiban pelayanan 

umum (public service obligation)/penugasan Pemerintah yang 

diganti dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan 

pinjaman BUMN dari Pemerintah. 

 

Bagian Ketiga 

Tujuan 

 

Pasal 3 

Tujuan pengaturan mengenai Pengadaan Barang dan Jasa ini 

adalah: 

a. menghasilkan Barang dan Jasa yang tepat kualitas, 

jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia; 

b. mendukung penciptaan nilai tambah di BUMN; 

c. meningkatkan efisiensi; 

d. menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan 

keputusan; 

e. meningkatkan kemandirian, tanggung jawab, dan 

profesionalisme; 

f. mewujudkan pengadaan yang menghasilkan value for 

money dengan cara yang fleksibel dan inovatif namun 

tetap kompetitif, transparan, akuntabel dilandasi etika 

pengadaan yang baik;  
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g. meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri; 

h. meningkatkan peran pelaku usaha nasional; 

i. meningkatkan sinergi antar BUMN, Anak Perusahaan, 

dan/atau Perusahaan Terafiliasi BUMN. 

 

Bagian Keempat 

Prinsip 

 

Pasal 4 

(1) Pengadaan Barang dan Jasa wajib menerapkan prinsip-

prinsip: 

a. efisien, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus 

diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal 

dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan 

menggunakan dana dan kemampuan seoptimal 

mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan 

pada harga terendah. Untuk Pengadaan Barang dan 

Jasa strategis yang memiliki nilai yang signifikan 

dapat dilakukan pendekatan total cost of ownership 

(TCO); 

b. efektif, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus 

sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan 

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai 

dengan sasaran yang ditetapkan; 

c. kompetitif, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus 

terbuka bagi Penyedia Barang dan Jasa yang 

memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui 

persaingan yang sehat di antara Penyedia Barang dan 

Jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria 

tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang 

jelas dan transparan; 

d. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi 

mengenai Pengadaan Barang dan Jasa, termasuk 

syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara 

evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon Penyedia 

Barang dan Jasa, sifatnya terbuka bagi peserta 

Penyedia Barang dan Jasa yang berminat; 


